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Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(Studi pada Pemerintah Kabupaten Enrekang) 
 
Effect Effectiveness of Government Accounting Standards 
Implementation Report on the Quality of Local Government Finance  




M. Achyar Ibrahim 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Dalam penelitian ini, sampel yang 
diambil adalah 70 orang dari 35 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
terdiri dari tim penyusun laporan keuangan dan Auditor Internal Pemerintah 
Daerah (AIPD) yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Enrekang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi 
langsung dan survei yang diperoleh dengan cara pembagian kuesioner kepada 
para responden. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah.  
 
Kata Kunci:  Efektivitas, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah. 
 
 
This study aims to determine the effect of the effectiveness of governmental 
accounting standards on the quality of local government financial statements 
Enrekang. In this study, the samples taken were 70 people from 35 Regional 
Work Units (RWU) which consists of the editorial team of the financial statements 
and the Local Government Internal Auditors (LGIA) involved in the preparation of 
financial statements Enrekang Local Government. Data collected through direct 
observation and surveys obtained by means of the distribution of questionnaires 
to the respondents. This study uses quantitative research methods. The results 
showed that the effectiveness of the Government Accounting Standards 
Implementation positive and significant impact on the quality of local government 
financial report. 
 
Keywords : Effectiveness , the Government Accounting Standards , Quality of 
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1.1 Latar Belakang 
  Seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan 
otonomi daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, instansi pemerintah 
diwajibkan melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang 
didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka 
pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan system pelaporan keuangan 
yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan 
akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, 
khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga 
terbentuk system yang tepat. 
  Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat 
diharapkan membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di 
daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi 
keuangan dan otonomi daerah. Dalam hal desentralisasi keuangan dan otonomi 
daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pemerintah telah 
mengeluarkan suatu paket kebijakan tentang pengelolaan keuangan negara 
yaitu: Penetapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 




Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, terdapat undang-undang 
nomor 12 tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas undang-undang 
nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, perlu menetapkan peraturan 
pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berbagai peraturan serta 
perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan telah disusun guna 
dijadikan sebagai landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan negara dalam 
rangka menjadikan good governance dan clean government (Nurlaela, 2010:2). 
  Penerapan sistem akuntansi pemerintahan suatu negara akan sangat 
bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang 
bersangkutan. Negara Indonesia telah menetapkan standar akuntansi 
pemerintahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun. Adapun 
pengertian standar akuntansi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No.71 
tahun 2010 yaitu “prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah”. 
Meskipun seperangkat perundangan dan peraturan mengenai 
pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan 
negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan 
uang publik. Penerapan sistem keuangan pada prakteknya tidak terlepas dari 
persepsi, wawasan, dan profesionalisme dari aparatur pemerintahnya itu sendiri 
(Jannaini, 2012:4). Hal ini berimplikasi terhadap kualitas laporan keuangan yang 




Hal ini dapat kita lihat dari Hasil Pemeriksaan  BPK perwakilan Sulawesi 
Selatan TA 2013 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten 
Enrekang yang mendapatkan opini WDP selama 8 tahun berturut-turut. Alasan 
memberikan pendapat tersebut dikarenakanterdapat temuan permasalahan-
permasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk tidak 
sesuainya pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Data 
hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Enrekang serta temuannya dari tahun 
2011-2012 disajikan dalam tabel 1.1. 
Tabel 1.1 













*) Pemeriksaan LKPD Kabupaten Enrekang TA 2003-2012 
 
Dari tabel 1.1 yang menyajikan Hasil Pemerikasaan Laporan Keuangan 
Kabupaten Enrekang dari TA 2003 sampai TA 2012 terlihat bahwa BPK telah 
memberikan opini  Tidak Wajar sampai dengan tahun 2004 dan memberikan 
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tujuh kali berturut-turut atas LKPD 




peningkatan dalam penyajian laporan keuangan kabupaten enrekang dari opini 
yang sebelumnya Tidak Wajar menjadi Wajar Dengan Pengecualian. Namun, 
setelah tahun 2005 sampai sekarang tidak mengalami peningkatan opini dari 
Wajar Dengan Pengecualian ke Wajar Tanpa Pengecualian. 
  Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang berupa opini,  merupakan 
pernyataan profesional pemeriksa tentang kewajaran informasi keuangan yang 
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada criteria; kesesuaian 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; kecukupan pengungkapan (adequate 
disclosures); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 
efektivitas sistem pengendalian intern (Inspektorat, 2012:1). 
  Adanya kenaikan persentase opini WTP dan WDP, serta penurunan 
persentase opini TW dan TMP secara umum menggambarkan adanya perbaikan 
yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan 
keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Penyajian suatu 
laporan kuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan 
keuangan yang lebih baik. Laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas. 
Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cerminan bagi 
kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan. 
  Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari  
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kerangka 
Konseptual Akuntansi Pemerintah (Paragraf 9) menyatakan bahwa tujuan 
pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi 
keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas 
pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan 
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk mencapai tujuan 




kualitatif meliputi relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. 
Khusus untuk karakteristik kualitatif relevan, sebuah informasi dalam laporan 
keuangan pemerintah dinyatakan memiliki nilai relevan jika informasi tersebut 
memenuhi empat kriteria, yang terdiri dari nilai umpan balik (feedback value), 
manfaat prediktif (predictive value), tepat waktu (timelines) dan lengkap 
(completeness). 
Dalam penelitian ini penulis tertarik dengan fenomena yang dihadapi 
kabupaten Enrekang mengenai hasil audit BPK tentang laporan keuangan 
daerah pada Kabupaten Enrekang. Menurut informasi Perwakilan BPKP Provinsi 
Sulawesi Selatan, “Kabupaten Enrekang sudah tujuh tahun mendapatkan Opini 
Wajar Dengan Pengecualian”. Menurut Informasi dari berbagai tingkatan 
pegawai di Dinas dan Kantor Pemerintahan Kabupaten Enrekang, laporan 
keuangan Kabupaten Enrekang tidak pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian. Sesuai yang di lansir oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan 
tentang hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2011 bahwa hal-hal yang 
menjadi  temuan BPK RI di Kabupaten Enrekang diantaranya mengenai piutang 
lainnya, aset, penyajian utang jangka pendek, penerimaaan dan penggunaan 
retribusi pelayanan kesehatan serta belanja hibah. Hal ini menggambarkan ada 
yang salah atau kurang efektif dalam penerapan standar akuntansi pemerintah 
yang seharusnya menjadi acuan atau dasar dalam penyusunan laporan 
keuangan pemerintah. 
Indonesia yang telah menetapkan standar akuntansi pemerintahannya 
sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah 
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang 




Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan 
hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di 
Indonesia. Maka dari itu, pemahaman aparatur atas penerapan PP No.71 Tahun 
2010 memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan 
Pemerintah Daerah. 
Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah 
bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya 
dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kepala daerah 
dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang 
bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut 
pertanggung jawabannya. 
Dari hasil pemaparan diatas yang terkait dengan fenomena yang dialami 
oleh pemerintahan Kabupaten Enrekang untuk melihat adanya hubungan antara 
efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap peningkatan 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka saya bermaksud untuk 
mencoba meneliti tentang “Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang 
dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang. 
Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Irvan Permana dan Yuli Jannaini yang berjudul “Pengaruh penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan 
Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja”. Perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini menggunakan pengukuran 
efektivitas dan tidak disertakan variabel akuntabilitas kinerja. 
Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 




Jawa Barat) merujuk pada penelitan sebelumnya yang dilakukan oleh Toni 
Irwana, Mahasiswa Fakultas Pendidikan Akuntansi Universitas Pendidikan 
Indonesia yang berjudul Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Penelitian 
pada pemerintah Jawa Barat). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
terdahulu adalah pada Indikator Penilaian Efektivitas Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Dan pada Objek Penelitian. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dalam penelitian mengenai pengaruh penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang 
disesuaikan dengan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalahnya 
yaitu: Apakah efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada 
Pemerintah Kabupaten Enrekang? 
 
1.3 Maksud dan Tujuan 
Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah: 
a. Maksud Penelitian 
Maksud dari penelitian ini untuk mempelajari dan menyimpulkan tentang 
sejauh mana pengaruh efektivitas penerapan Standar Akuntansi  







b. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Efektivitas 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Kabupaten Enrekang. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
 Dari penulisan penelitian ini, diharapkan berguna dan bermanfaat bagi 
semua pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini didasarkan pada aspek teoritis 
dan aspek praktis. 
 
1.4.1 Aspek Teoritis  
a. Pemerintah Kabupaten Enrekang dapat memperoleh manfaat 
pengetahuan lebih dalam tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
sehingga mampu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan 
efektif dalam menyusundan menyajikan laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
b. Akademis yaitu guna mengembangkan dan mengkaji lebih dalam lagi 
mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai acuan dalam 
penyajian laporan keuangan. 
 
1.4.2 Aspek Praktis 
a. Penulis 
Penelitian yang dilakukan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu 




Pemerintahan sebagai suatu standar peraturan dalam penyajian laporan 
keuangan. 
b. Masyarakat 
Sebagai masukan bagi masyarakat agar dapat memberikan partisipasi, 
control, dan memberikan kontribusi dalam perbaikan dan peningkatan 
akuntabilitas dan transparansi pertanggung jawaban keuangan daerah 
dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang efektif dalam 





















KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 
 
 
2.1 Kajian Pustaka 
2.1.1 Teori Entitas  
Dalam teori entitas yang dikemukakan oleh Paton (Suwardjono dalam 
santoso, 2008), dinyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan 
atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, 
dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana 
dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau 
sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan 
pelaporan keuangan kesatuan usaha bukan pemilik. Dengan kata lain, kesatuan 
usaha menjadi kesatuan pelapor (reporting entity) yang bertanggungjawab 
kepada pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan 
laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya. 
Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep 
entitas telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah 
perundangundangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang berbunyi : tiap-tiap 
kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya 
wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Santoso, 2008). Dalam 
penyajian Informasi Akuntansi pemerintah sesuaiUndang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa 




dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah 
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian 
diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.  
 
2.1.2 Teori Kegunaan-keputusan (Decision-usefulness Theory) 
Teori kegunaan-keputusan (decision-usefulness theory) informasi 
akuntansi telah dikenal sejak tahun 1954 dan menjadi referensi dari penyusunan 
kerangka konseptual Financial Accounting Standard Boards (FASB), yaitu  
Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) yang berlaku di Amerika 
Serikat(Staubus2000). Pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain yaitu 
a theory of accounting to investors (Staubus 2003). Kegunaan-keputusan 
informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu 
dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada 
dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan 
menggunakannya.  
Sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi 
berhubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi 
akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan 
keuangan. Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi tercermin dalam 
bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan 
keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan 
ekonomi. Adapun kaidah-kaidah yang harus terpenuhi sesuai dengan 




agar memenuhi tujuannya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat 
dipahami. 
 
2.1.3  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi 
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 
dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi 
pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintah (PSAP), yaitu SAP diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.  Selain 
itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. 
Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai 
ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun 
standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan 
kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan 
keuangan yang disajikan. Adapun delapan prinsip yang digunakan dalam 
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu basis akuntansi, nilai 
historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk, perioditas, konsistensi, 
pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.  
a. Basis Akuntansi 
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah 




dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan 
keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. 
Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak 
untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di 
Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban 
diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan 
bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak 
luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. 
Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti 
bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di 
Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, 
transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari 
Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran 
disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun 
berdasarkan basis akrual. 
Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas 
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau 
kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 
b. Nilai Historis (Historical Cost) 
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau 
sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh asset tersebut 




diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan 
datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. 
Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena 
lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal yang tidak terdapat nilai 
historis,dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. 
c. Realisasi (Realization) 
Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah 
diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan 
digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. 
Mengingat Laporan Realisasi Anggaran masih merupakan laporan yang wajib 
disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi 
melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. 
Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue 
principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana 
dipraktekkan dalam akuntansi komersial. 
d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)  
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta 
peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain 
tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas 
ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau 
peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal 
tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 
e. Periodisitas (Periodicity) 
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu 




dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang 
digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan 
semesteran juga dianjurkan. 
f. Konsistensi (Consistency) 
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa 
dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). 
Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode 
akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat 
diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan 
informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan 
penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 
g. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure) 
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan 
oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan 
dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau 
Catatan atas Laporan Keuangan. 
h. Penyajian Wajar (Fair Presentation) 
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 
Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas 
Laporan Keuangan. 
Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi 
penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan 
keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan 
hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam 




kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidak 
pastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan 
kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan 
pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan 
tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, 
atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga 
laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. 
 
2.1.4 Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Suatu system dikatakan efektif jika output yang dihasilkan oleh suatu 
orang (kelompok) sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam Robert & Vijay 
(2005:174) dikatakan bahwa “efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output 
yang dihasilkan oleh suatu pisat tanggung jawab dengan tujuannya”. 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan standar 
akuntansi pemerintahan dikatakan efektif jika tujuan yang dicapai oleh instansi 
pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari  Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan tersebut yaitu guna dalam peningkatan Kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas 
penyelenggaraan akuntansi pemerintah. 
Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitasi 
diperlukan suatu system pengendalian intern yang baik. Dalam lingkungan 
pemerintahan Sistem pengendalian Intern  disebut SPIP (Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah).  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya 




menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Peraturan 
Pemerintah No.60 tahun tahun 2008, pasal 1 no.2). 
Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan 
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah No.60 tahun tahun 2008, pasal 1 
no.1). 
Menurut Moeller dan Robert (2009:33), terdapat lima komponen 
pengendalian internal baik untuk pengendalian intern pemerintah maupun 
perusahaan bisnis: 
1. Lingkungan pengendalian; 
2. Penilaian resiko; 
3. Aktifitas pengendalian; 
4. Informasi dan komunikasi; 
5. Pemantauan. 
 
2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan 
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif 
yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi 
tujuannya. Adapun empat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif 
yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas 






Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 
di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 
mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi 
masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa 
lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat 
dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 
Informasi yang relevan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan 
yaitu: 
a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau 
mengoreksi  ekspektasi mereka di masa lalu. 
b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang 
akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 
c. Tepat waktu 
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan 
berguna dalam pengambilan keputusan. 
d. Lengkap 
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, 
mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi 
pengambilan keputusan dengan memerhatikan kendala yang 
ada.Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang 
termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar 






Laporan keuangan bisa dikatakan andal jika informasi yang terkandung di 
dalamnya bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, 
menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 
3. Dapat dibandingkan 
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 
keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan 
secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila 
suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. 
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang 
diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas 
pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan 
akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada 
periode terjadinya perubahan. 
4. Dapat dipahami 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 
batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas 








2.1.6 Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Daerah 
Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip akuntansi yang 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah 
pusat dan daerah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang 
mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan 
keuangan pemerintah di Indonesia. 
Selain itu menurut pandapat Deddi Nordiawan dalam Irvan Permana 
(2011:33) menyatakan bahwa adanya Pengaruh antara Standar Akuntansi 
Pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu “SAP 
diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-
departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP 
diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di 
pemerintahan pusat dan daerah.” 
Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP diyakini 
akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di 
pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan 
pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di 
pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. 
  
2.2 Kerangka Pemikiran 
Terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan cita-
cita semua bangsa, tak terkecuali Indonesia.Untuk menciptakan suatu 
pemerintahan yang baik, diperlukan suatu system yang bisa mengatur kehidupan 
masyarakat dalam segala bidang, baik sosial, ekonomi, politik, dan bidang 




mengatur segala bidang kemasyarakatan guna terciptanya good governance. 
Salah satunya Undang-undang yang mengatur tentang bidang ekonomi, 
khususnya pengelolaan keuangan Negara. Munculnya berbagai masalah terkait 
dengan Pengelolaan Keuangan Negara mulai dari penyelewengan anggaran 
sampai pada masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah telah menarik perhatian pemerintah untuk menciptakan suatu 
perundang-undangan untuk memudahkan dalam penyelesaian segala masalah 
yang ada. 
Khusus dalam penyelesaian masalah tentang perimbangan keuangan 
antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah, telah dikeluarkan UU nomor 32 
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dan aturan 
pelaksanaannya, khusunya PP Nomor 105 tahun 2000 yang telah diubah 
menjadi UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan danUndang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara maka terhitung tahun anggaran 2001, diharapkan terjadi pembaharuan di 
dalam manajemen keuangan Daerah. Salah satunya adalah Laporan Keuangan. 
Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu 
standar akuntansi. Penerapan standar akuntansi Pemerintahan suatu Negara 
akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Negara yang bersangkutan. Untuk negara Indonesia telah dikemukakan dalam 
Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara dan Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 




Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan “Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Hal ini bersifat wajib baik untuk 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan 
pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas 
penyelenggaraan akuntansi pemerintah. 
Dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas, suatu entitas harus 
memenuhi prasyarat yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk laporan keuangan 
pada umumnya terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif 































































3. Dapat dibandingkan 
4. Dapat dipahami 
 
 
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI 
PEMERINTAH : 
a. Basis akuntansi 
b. Prinsip nilai historis 
c. Prinsip realisasi 
d. Prinsip substansi 
mengungguli bentuk formal 
e. Prinsip periodisitas 
f. Prinsip konsistensi 
g. Prinsip pengungkapan 
lengkap 
h. Prinsip penyajian wajar 
 
KEBIJAKAN AKUNTANSI DAERAH 
GOOD GOVERMENT 
Pengaruh efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 





Berdasarkan tujuan disusunnya Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu 
guna peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Irwana (2010) dengan judul Efektivitas Penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, 
penelitian pada pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kota Priangan Jawa Barat 
menunjukkan hasil bahwa  terdapat pengaruh Efektivitas Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan memiliki Pengaruh yang Positif terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan. 
 Ha : Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
























3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian tentang Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
merupakan sebuah penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Metode 
penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode penelitian yang berlandaskan 
pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
Filsafat positivisme memandang relitas/gejala/fenomena itu dapat 
diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala 
sebab akibat (Sugiyono, 2011:8). 
Proses penelitian ini akan bersifat deduktif seperti pada penggunaan 
metode kuantitaf pada umumnya, dimana untuk menjawab rumusan masalah 
digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis 
tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan data lapangan. Untuk 
mengumpulkan data digunakan instrument penelitian. Data yang terkumpul 
selanjutnya dianalisis secara kuantitaif dengan menggunakan statistik deskriptif 







3.2 Tempat dan Waktu 
Penelitian ini dilakukan pada lingkup pemerintahan Kabupaten Enrekang, 
tepatnya di 35 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Enrekang, 
yang meliputi 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 11 Dinas, 5 Badan, 6 
Kantor, dan 11 Kecamatan. Penelitian ini dimulai pada bulan September 2013. 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui metode 
survei. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus.  
Pemilihan dinas dan kantor dilakukan dengan alasan yaitu instansi 
tersebut merupakan satuan kerja pemerintah, yang berarti ikut berpartisipasi 
dalam pengelolaan, penyusunan, dan pelaporan laporan keuangan pemerintah. 
Selain itu mereka juga merupakan salah satu pengguna laporan keuangan 
tersebut. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai 
“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan” adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data 
yang bersumber langsung dari informan yang tergabung dalam satuan kerja 
pemerintah Kabupaten Enrekang. 
Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan 
kuesioner pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dan 
melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan 




3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Sebelum kuesioner digunakan untuk pengumpulan data yang 
sebenarnya, terlebih dahulu dilakukan uji coba kepada responden yang memiliki 
karakteristik yang sama dengan karakteristik populasi penelitian. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 
dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (Field Research) dan studi kepustakaan 
(Library Reseach). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan 
cara: 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
a. Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data yang 
diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak- pihak 
yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang 
penulis teliti. 
b. Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner 
tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau 
menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dan yang menjadi 
responden dalam penelitian ini adalah Dinas Kabupaten Enrekang, 
dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar 
pertanyaan tersebut. 
c. Dokumentasi, pengumpulan data dilakukan dengan menelaah 
dokumen-dokumen yang terdapat pada Dinas Kabupaten Enrekang, 
LHP 2012 mulai dari literatur dan buku-buku yang ada. Adapun 
dokumen-dokumen yang menggambar sejarah Dinas Kabupaten 






2. Penelitian kepustakaan (Library Reseach) 
Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur 
dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa 
buku-buku (text book), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, 
artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki 
hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan 
untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat 
menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam 
penelitian ini. 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 
a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi 
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
pemerintah. Dalam kerangka konseptual disebutkan delapan prinsip yang 
digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu basis 
akuntansi, nilai historis, substansi mengungguli bentuk, perioditas, konsistensi, 
pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar. Responden diminta untuk memillih 
satu dari lima skala pada setiap pertanyaan sesuai yang dipraktikkan oleh 
Instansinya. Berdasarkan jawaban responden dapat ditentukan apakah 
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan efektif (ditunjukkan dengan skala 
seluruhnya diterpkan) atau rendah (ditunjukkan dengan skala tidak diterapkan).  
1) Basis akuntansi 
Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan 




pelaporan keuangan. Keberhasilan penerapan Basis Akuntansi Diukur 
dengan dua Indikator yaitu basis akrual dan basis kas. Dalam pengukuran 
bais akrual dan basis kas digunakan masing-masing tiga pertanyaan.  
2) Nilai historis 
Nilai Historis merupakan harga pada saat aktiva atau kewajiban diperoleh. 
Keberhasilan penerapan prinsip nilai historis diukur dengan dua indikator 
yaitu penilaian asset dan penilaian kewajiban. 
3) Realisasi 
Realisasi merupakan hasil yang dicapai dalam periode waktu tertentu 
dengan menggunakan sumber daya yang ada. Keberhasilan penerapan 
prinsip realisasi diukur dengan indicator konsep layak temu biaya-
pendapatan. 
4) Substansi mengungguli bentuk formal 
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta 
peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa 
lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan 
realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Keberhasilan 
penerapan prinsip substansi mengungguli bentuk formal diukur dengan 
dua indikator yaitu penyajian transaksi secara wajar dan penyajian 
peristiwa lainnya. 
5) Perioditas 
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu 
dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat 
diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. 
Keberhasilan penerapan Prinsip periodisitas diukur menggunakan 





Konsistensi berarti perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada 
kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan 
(prinsip konsistensi internal). Keberhasilan penerapan prinsip konsistensi 
diukur menggunakan indikator penerapan metode akuntansi.  
7) Pengungkapan lengkap 
Pengungkapan lengkap berarti Laporan keuangan menyajikan secara 
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Keberhasilan 
penerapan prinsip pengungkapan lengkap diukur menggunakan indikator 
kelengkapan informasi laporan keuangan. 
8) Penyajian wajar. 
Penyajian wajar berarti semua informasi keuangan yang ada dalam 
laporan keuangan disajikan secara wajar. Keberhasilan penerapan prinsip 
pengungkapan lengkap diukur menggunakan tujuh indikator yaitu 
penyajian laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran 
lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan 
ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.  
b. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
 Kualitatis laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu 
diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 
Laporan keuangan yang berkualitas dapat diukur melalui empat dimensi yaitu 
relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Ke-empat dimensi 
tersebut mengandung beberapa indikator. Responden diminta untuk memillih 
satu dari lima skala pada setiap pertanyaan sesuai fakta yang mereka lihat 
selama ini dalam lingkungan pemerintahan. Berdasarkan jawaban responden 




skala seluruhnya diterpkan) atau tidak berkualitas (ditunjukkan dengan skala 
tidak diterapkan). 
1) Relevan 
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 
di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 
membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan 
memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil 
evaluasi mereka di masa lalu. Kerelevanan laporan keuangan diukur 
dengan menggunakan instrumen yang berisi empat indikator yaitu 
memiliki manfaat umpan balik (feedback value), Memiliki manfaat prediktif 
(predictive value), tepat waktu, dan lengkap. 
2) Andal 
Laporan keuangan bisa dikatakan andal jika informasi yang terkandung di 
dalamnya bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan 
material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 
Keandalan suatu laporan keuangan diukur dengan menggunakan 3 
indikator yaitu tidak mengandung Informasi yang menyesatkan dan 
kesalahan material, Penyajian jujur, dan Dapat diverifikasi 
3) Dapat dibandingkan 
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 
laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dimensi dapat 
dibandindingkan dapat diukur menggunakan indikator laporan keuangan 






4) Dapat dipahami 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 
dengan batas pemahaman para pengguna. Dimensi dapat dipahami 
diukur dengan menggunakan indikator laporan keuangan mengandung 
pengetahuan yang memadai. 
Tabel 3.1 
Operasional Variabel 











1. Basis akrual 




Nilai Historis 1. Penilaian asset 











1. Penyajian transaksi 
secara wajar 






Periodisitas Periode pelaporan Ordinal 12 

















laporan perubahan saldo 







laporan arus kas, laporan 
perubahan  ekuitas, dan 







Relevan  1. Memiliki manfaat 
umpan balik 
2. Memiliki manfaat 
prediktif 













2. Penyajian jujur 

















    Sumber: PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
Dalam operasionalisasi variabel ini, semua varibel menggunakan skala 
ordinal. Pengertian dari skala ordinal menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie 
(2009:142)  yaitu “sebuah skala yang tidak hanya mengkategorikan variabel 
sedemikian rupa untuk menunjukkan perbedaan di antara berbagai kategori, 







3.7 Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena 
ini disebut variabel penelitian. (Sugiyono, 2011: 102)  
Dalam penelitian kuantitatif ini peneliti akan menggunakan kuisioner 
sebagai instrument penelitian. Unit anak dari penelitian ini adalah 12 Dinas 
Kabupaten Enrekang. Sebelum instrumen digunakan untuk pengumpulan data, 
maka instrumen penelitian harus terlebih dulu diuji validitas dan reabilitasnya. 
Dimana validitas digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah alat ukur dan 
reabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana pengukuran tersebut dapat 
dipercaya. Setelah data terkumpul maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab 
rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik 
tertentu. Selanjutnya peneliti menganalisis dan mengambil sampel untuk 
melakukan penelitian mengenai:  
a. Efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diperoleh 
dari data kuesioner  yang akan diisi oleh Audior Inspektorat Kabupaten 
Enrekang;  
b. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari 









3.8 Analisis Data 
Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisis data adalah 
sebagai berikut: 
1. Melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari kuisioner yang telah 
ditelah diberikan kepada responden yang berisi pertanyaan untuk variabel 
untuk variabel X dan variabel Y. 
2. Setelah semua kuisioner terkumpul, data tersebut dikelompokkan 
menurut kelompok variabel masing-masing, lalu dilanjutkan dengan 
memberikan skor untuk jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. 
3. Untuk memperoleh data tentang Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah, dibuat pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan 
skala Likert.  Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 
dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 
“Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 
indikator variabel. Kemudian Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 
untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau 
pertanyaan” (Sugiono, 2011:93). 
4. Menghitung besarnya tingkat variabel X (Efektivitas penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan) dan variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah) dengan cara mencari rata-rata (mean) dari kedua 
variabel tersebut. Rumus rata-rata (mean) yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 
a.  ̅  
∑  
 









 ̅ = Nilai rata-rata variabel y 
∑  = Sigma (jumlah) 
n = Jumlah kelas 
       Nilai dari I sampai ke-n 
Irwana (2010: 59). 
 Dalam skala Likert jawaban yang dikumpulkan dari pertanyaan atau 
pernyataan setiap itemnya akan diberi bobot sebagai berikut : 
Tabel 3.2 
Pemberian Skor Jawaban 
Kode Pilihan Jawaban Skor/ Pola Penilaian 
SD Seluruhnya Diterapkan 5 
SBD Sebagian Besar Diterapkan 4 
KKD Kadang-kadang Diterapkan 3 
SKD Sebagian Kecil Diterapkan 2 
TPD Tidak Pernah Diterapkan 1 
 
5. Langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria pengklasifikasian untuk 
variabel X dan variabel Y yang mengacu pada ketentuan yang 
dikemukakan oleh Husein Umar dalam Irwana (2010:60), dimana rentang 
skor dicari dengan rumus sebagai berikut : 
    




RS  = Rentang Skor 
m    = Skor tertinggi item 
n     = Skor terendah item 
b     = Jumlah kelas 
Skor tertinggi (banyaknya responden dikali skor tertinggi yaitu 5) = 5 x 70 
= 350, dan skor terendah (banyaknya responden dikali skor terendah yaitu 1) = 1 




    
        
 
    
Rentang pengklasifikasian setiap kategori untuk variabel X (Efektivitas 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) dan variabel Y (Kualitas Laporan 
Keuangan) dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini : 
Tabel 3.3 










Sangat tidak efektif 70 – 126 
Kurang efektif 127 – 182 
Cukup efektif 183 – 238 
Efektif 239 – 294 
Sangat efektif 295 – 350 
Kualitas Laporan 
Keuangan 
Sangat tidak baik/ sangat 
tidak berkualitas 
70 – 126 
Kurang baik/ kurang 
berkualitas 
127 – 182 
Cukup baik/ cukup 
berkualitas 
183 – 238 
Baik/ berkualitas 239 – 294 
Sangat baik/ sangat 
berkualitas 
295 – 350 
Sumber : diolah 
 
3.8.1 Analisis Deskriptif 
Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan alat statistik 
yaitu statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai identitas 
responden, seperti lembaga pemerintahan, usia, jenis kelamin, lama bekerja, 




3.8.2 Uji Validitas Instrumen 
Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
kuisioner sehingga diperlukan pengujian validitas untuk mengetahui keabsahan 
suatu hasil penelitian. Suatu penelitian dikatakan valid bila terdapat kesamaan 
antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 
peneliti. 
Uji validitas bertujuan untuk mengukur apa yang ingin diukur atau alat 
ukur yang digunakan mengenai sasaran. Validitas pernyataan-pernyataan yang 
telah disiapkan dapat diukur dengan mengkorelasikan skor setiap pertanyaan 
dengan jumlah skor totalnya. Dalam hal ini pernyataan yang mempunyai nilai 
koefisien korelasi terhadap skor total lebih kecil dari nilai kritisnya berarti tidak 
lolos uji validitas dan harus diperbaiki atau dibuang. Untuk menguji validitas 
antara masing-masing skor total dengan menggunakan rumus teknik korelasi 
Product Momen dengan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 
r = Koefisien korelasi Product Moment 
x = Jumlah skor untuk Indikator X 
y = Jumlah skor untuk Indikator Y 
n = Banyaknya responden (sample) dari variabel x, y dari kuisioner 
(Sugiyono, 2011:183). 
 Syarat minimum untuk memenuhi validitas adalah apabila r = 0,3. Jika 
korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut 





3.8.3 Uji Reliabilitas Instrumen 
Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuisioner juga 
memerlukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui keandalan dari instrumen 
yang digunakan. Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas 
data atau temuan. Dalam pandangan positivistik (kuantitatif), suatu data 
dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama 
menghasilkan data yang sama, atau peneliti yang sama dalam waktu berbeda 
menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua 
menunjukkan data yang tidak berbeda (Sugiyono, 2011:268). Dengan kata lain, 
jika ada peneliti lain mengulangi atau mereplikasi penelitian pada obyek yang 
sama dengan menggunakan metode yang sama akan menghasilkan data yang 
sama. Suatu data yang reliabel atau konsisiten akan cenderung valid, walaupun 
belum tentu valid. 
Untuk uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien Alpha 
Cronbach’s. Koefisien ini merupakan reliabilitas yang paling sering digunakan 
karena koefisien ini menggambarkan variasi dari item-item, baik untuk format 
benar atau salah atau bukan, seperti format pada skala Likert sehingga koefisien 
yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi internal consistency. 
Untuk menguji reliabilitas dalam  penelitian ini, penulis menggunakan 




   
] [  
   
   
] 
Keterangan : 
Α  = Koefisien reliabilitas 
k  = jumlah instrumen pertanyaan/pernyataan 
∑Si2 = Jumlah varians dari setiap instrumen 




 Suatu variabel dikatakan reliable jika nilai alpha yang dihasilkan lebih 
besar (>) dari 0,6 . Ghozali dalam Irwana (2010:64). 
 
3.8.4 Pengujian Hipotesis 
Untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh positif antara 
efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan pemerintah daerah, digunakan hipotesis statistik dalam 
bentuk matematis adalah sebagai berikut : 
H0:ρ< 0, Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak 
berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 
H0:ρ ≥ 0, Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 
 Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan 
menggunakan Rank Spearmen memiliki rumus sebagai berikut : 
    
 ∑   
        
 
Sumber : Sugiyono (2006,229) 
Keterangan : 
ρ = Koefisien korelasi Rank Sperman 
Adapun pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 










Pedoman Pemberian Interpretasi Koefisien Korelasi 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,499 Sedang 
0,50 – 0,599 Kuat 
0,60 – 0,699 Sangat Kuat 
 Sumber: Sugiyono (2011: 184) 
  Apabila hasil perhitungan koefisien Rank Spearman (ρ) memiliki nilai 
positif, maka artinya variabel yang diteliti memiliki hubungan positif. Dengan kata 
lain H0 ditolak, yang artinya menolak dugaan yang menyatakan bahwa Efektivitas 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh pada Kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. 
 
3.8.5 Menghitung Koefisien Determinasi 
  Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Variabel X) terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintahan Daerah (variabel Y), maka dihitung koefisien determinasi dengan 
rumus : 
Kd = (rs)
2 x 100% 
(Sugiyono, 2007: 151). 
Keterangan : 
Kd = Koefisien determinasi 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Hasil Penelitian 
4.1.1 Tinjauan Umum tentang Subyek Penelitian 
4.1.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Enrekang 
Enrekang berdiri sebagai satu Kabupaten berdasarkan Undang-undang 
No. 29 Tahun 1959 (LN No. 74 Tahun 1959) tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dimana Kabupaten Enrekang berdiri 
sendiri sebagai satu Kabupaten dengan ibukotanya Enrekang. Kabupaten 
Enrekang sebagai salah satu daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan untuk mengatur dan 
mengelola serta memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakatnya dan masyarakat umum. 
Pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai suatu organisasi telah 
menyusun dan menetapkan kembali beberapa lembaga/instansi otonom 
berdasarkan peraturan daerah, yang berfungsi untuk melaksanakan roda 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 
 
4.1.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Enrekang 
Visi Kabupaten Enrekang: “Kabupaten Enrekang sebagai Daerah 





Untuk mewujudkan Visi di atas, maka harus ditetapkan juga Misi yang 
harus mendapatkan perhatian seksama dimana tugas yang diemban oleh 
Pemerintah Kabupaten Enrekang adalah: 
1. Mewujudkan konsep pembangunan daerah agropolitan; 
2. Mewujudkan kemandirian daerah; 
3. Mengembangkan berbagai produk pertanian komuditas unggulan 
berbasis ekonomi, masyarakat, dan berorientasi pasar; 
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan berwawasan lingkungan. 
 
4.1.1.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Enrekang 
Kabupaten Enrekang memiliki 35 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
yang terdiri dari dinas, badan, kantor, dan kecamatan yang dapat dilihat pada 
tabel berikut ini : 
Tabel 4.1 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Enrekang 
No Instansi / Unit Kerja 
1 Sekretariat Daerah ( SEKDA) 
2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
3 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
4 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga  
5 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 
6 Dinas Perhubungan, Info Kom Kebudayaan, & Pariwisata  
7 Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja & Transimigrasi 
8 Dinas Peternakan & Perikanan  
9 Dinas Kesehatan  
10 Dinas Kehutanan  
11 Dinas Pertambangan & Energi  




13 Dinas Pertanian dan Perkebunan 
14 Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah 
15 Badan Kepegawaian dan Daerah 
16 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
17 Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan 
18 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
19 Kantor Inspektorat Daerah 
20 Kantor Perpustakaan Arsip dan PDE 
21 Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)  
22 Kantor Lingkungan  Hidup , Kebersihan, & Pertamanan 
23 Kantor Kesbang Linmas & PP 
24 Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian  
25 Kecamatan Anggeraja 
26 Kecamatan Alla 
27 Kecamatan Baroko 
28 Kecamatan Buntu Batu 
29 Kecamatan Bungin 
30 Kecamatan Cendana 
31 Kecamatan Curio 
32 Kecamatan Enrekang 
33 Kecamatan Malua 
34 Kecamatan Masalle 
35 Kecamatan Maiwa 



















4.1.1.4 Struktur Organisasi 
Gambar 4.1  






































1. Adm. Pemerintahan 
2. Adm. Hukum &  
Perundangan – undangan 
3. Adm. Humas 
 
 
1. Adm. Kesejahteraan Rakyat 
2. Adm. Pembangunan 
3. Adm. Kesejahteraan Ekonomi 
 
 
1. Adm. Keuangan 
2. Adm. Umum 
3. Adm. Pengelolaan Aset 













4.1.2 Deskriptif Data Responden 
Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 70 
eksemplar. Untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik responden yang 
akan diteliti, dilakukan pengolahan data melalui perhitungan statistik deskriptif. 
Berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh dari jawaban 
responden atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 
1. Jenis Kelamin 
Tabel 4.2 
Jenis Kelamin Responden 
Jenis Kelamin Frekuensi Persen (%) 
Laki-laki 54 77.14 
Perempuan 16 22.86 
Total 70 100 
  Sumber :Pengolahan Data Primer 2013 
Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah responden laki – laki 
sebanyak 54 orang atau sekitar 77.14 % lebih besar dibandingkan jumlah 
responden perempuan yang hanya berjumlah 16 orang atau sekitar 22.86 %. 
2. Pendidikan Terakhir 
Tabel 4.3 
Pendidikan Terakhir Responden 
Pendidikan Terakhir Frekuensi Persen (%) 
S1 28 40.0 
S2 42 60.0 
Total 70 100 
Sumber : Pengolahan Data Primer 2013 
 
Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa pendidikan responden yang terlibat 
dalam proses penyusunan, pelaporan, dan pemeriksaan laporan keuangan 
secara langsung lebih banyak bergelar S2 yaitu sekitar 42 responden daripada 







Usia Frekuensi Persen (%) 
36 – 45 28 40.0 
46 – 60 42 60.0 
Total 70 100 
                   Sumber : Pengolahan Data Primer 2013 
Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa kebanyakan responden berumur 
46 – 60 tahun, yaitu sebanyak 42 orang dan sebanyak 28 orang yang berumur 
36 - 45 yang semuanya itu merupakan kepala bagian keuangan dan kepala 
kantor semua SKPD kabupaten Enrekang. 
4. Lama Bekerja 
Tabel 4.5 
Lama Bekerja Responden 
Lama Bekerja Frekuensi Persen (%) 
25 – 30 24 34.29 
31 – 35 37 52.85 
>35 9 12.86 
Total 70 100 
                 Sumber : Pengolahan Data Primer 2013 
Berdasarkan dari tabel diatas, menunjukkan jumlah responden yang 
paling lama bekerja yaitu lebih dari 35 tahun yaitu sebanyak 9 responden. Ini 
menunjukkan bahwa responden yang memiliki pengalaman dalam pekerjaan 
khususnya yang terkait dengan proses pelaporan laporan keuangan adalah 






4.1.2.1 Deskripsi Data Variabel Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan  (X) 
4.1.2.1.1 Deskripsi Data Variabel Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan  (X) per-Indikator 
1. Basis Akuntansi 
Basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan laporan keuangan 
pemerintah sebelum tahun 2014 adalah basis akrual untuk pengakuan aset, 
kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar 
basis kas, berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas 
diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; 
serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas 
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 
Berikut ini adalah tanggapan responden berkaitan dengan penerapan 
basis akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan SKPD Kabupaten 
Enrekang. 
Tabel 4.6 




SD SBD KKD SKD TD Total 
Penerapan Basis Akrual untuk 
Pengakuan Aset, Kewajiban, 
dan Ekuitas 
1 20 40 10 0 0 70 
2 24 44 2 0 0 70 
3 30 38 2 0 0 70 
Penerapan Basis kas untuk 
Pengakuan Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan 
4 47 23 0 0 0 70 
5 16 44 10 0 0 70 
6 56 14 0 0 0 70 
Total 
 
193 203 24 0 0 420 
Sumber: Pengolahan Data Primer 2013 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa mayoritas responden 




yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan mayoritas responden yang 
menyatakan telah menerapkan sebagian besar basis akrual untuk pengakuan  
asset, kewajiban, dan ekuitas. Untuk penerapan basis kas mayoritas responden 
menyatakan bahwa telah menerapkan secara keseluruhan untuk pengakuan 
pendapatan dan pembiayaan dan menerapkan secara keseluruhan untuk 
pengakuan belanja.  
2. Prinsip Nilai Historis 
Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena 
lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal yang tidak terdapat nilai historis, 
dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. 
Berikut ini adalah tanggapan responden berkaitan dengan penggunaan 
prinsip nilai historis: 
Tabel 4.7 




SD SBD KKD SKD TD Total 
Penilaian Aset 7 12 50 8 0 0 70 
Penilaian Kewajiban 8 54 16 0 0 0 70 
Sumber: Pengolahan Data Primer 2013 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa mayoritas responden 
menyatakan telah menerapkan sebagian besar penilaian aset sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditentukan yaitu sebanyak 50 
responden. Hal ini dapat dilihat dari penilaian asset dengan menggunakan nilai 
wajar. Untuk Penilaian kewajiban, mayoritas responden menyatakan 
menerapkan secara keseluruhan standar akuntansi pemerintah untuk penilaian 
kewajiban yaitu sebanyak 54 responden. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan 




untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan dating dalam pelaksanaan 
kegiatan pemerintah. 
3. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal 
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta 
peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain 
tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas 
ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.  
Berikut ini adalah tanggapan responden berkaitan denga penyajian 
transaksi dan peristiwa lain dalam laporan keuangan Kabupaten Enrekang:   
Tabel 4.8 
Tanggapan responden terhadap  




SD SBD KKD SKD TD Total 
Penyajian wajar Transaksi  9 22 48 0 0 0 70 
Penyajian wajar peristiwa lain 10 14 56 0 0 0 70 
Sumber: Pengolahan Data Primer 2013 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa mayoritas responden 
menyatakan telah menerapkan sebagian besar penyajian wajar transaksi sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditentukan yaitu sebanyak 48 
responden. Hal ini dapat dilihat dari penyajian dengan wajar transaksi yang 
seharusnya disajikan, dimana transaksi tersebut perlu dicatat dan disajikan 
sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek 
formalitas. Untuk Penyajian wajar peristiwa lain, mayoritas responden 
menyatakan telah menerapkan sebagian besar penyajian wajar peristiwa lain 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditentukan yaitu 
sebanyak 56 responden. Hal ini dapat dilihat dari penyajian dengan wajar 




dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya 
aspek formalitas. 
4. Prinsip Periodisitas 
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu 
dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur 
dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.  
Berikut ini adalah tanggapan responden berkaitan dengan periode 
pelaporan laporan keuangan SKPD Kabupaten Enrekang: 
Tabel 4.9 




SD SBD KKD SKD TD Total 
Periode Pelaporan 11 24 46 0 0 0 70 
Sumber: Pengolahan Data Primer 2013 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa mayoritas responden 
menyatakan telah menerapkan sebagian besar periode pelaporan yang telah 
ditentukan yaitu sebanyak 46 responden. Hal ini dapat dilihat dari penyajian 
laporan keuangan tiap SKPD telah sesuai dengan Periode yang telah ditentukan. 
5. Prinsip Konsistensi 
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa 
dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). 
Berikut ini adalah tanggapan responden berkaitan dengan prinsip 













SD SBD KKD SKD TD Total 
Penerapan Metode Akuntansi 12 30 40 0 0 0 70 
Sumber: Pengolahan Data Primer 2013 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa mayoritas responden 
menyatakan telah menerapkan sebagian besar metode akuntansi yang sama 
untuk kejadian yang serupa dari peride ke periode pada laporan keuangan SKPD 
kabupaten Enrekang sebesar 40 responden. 
6. Prinsip Pengungkapan Lengkap 
Laporan keuangan yang baik dapat  menyajikan secara lengkap informasi 
yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna 
laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan 
keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. 
Berikut ini adalah tanggapan responden berkaitan dengan prinsip 
konsistensi dalam laporan keuangan SKPD Kabupaten Enrekang: 
Tabel 4.11 




SD SBD KKD SKD TD Total 
Kelengkapan Informasi 
Laporan Keuangan  
13 36 34 0 0 0 70 
Sumber: Pengolahan Data Primer 2013 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa mayoritas responden 
menyatakan telah menerapkan secara keseluruhan Prinsip pengungkapan 
lengkap sebanyak 36 responden. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan Informasi 




7. Prinsip Penyajian Wajar 
Laporan keuangan diharuskan menyajikan dengan wajar laporan realisasi 
anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, 
laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan 
keuangan. 
Berikut ini adalah tanggapan responden berkaitan dengan prinsip 
konsistensi dalam laporan keuangan SKPD Kabupaten Enrekang: 
Tabel 4.12 




SD SBD KKD SKD TD Total 
Penyajian wajar laporan 
keuangan 
14 12 48 0 0 0 70 
Sumber: Pengolahan Data Primer 2013 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa mayoritas responden 
menyatakan telah menerapkan sebagian besar Standar Akuntansi Pemerintah 
yang telah ditentukan dalam hal penyajian wajar Laporan keuangan yaitu 
sebesar 48 responden. Hal ini dapat dilihat dari penyajian wajar laporan realisasi 
anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, 









4.1.2.1.2 Deskripsi Data Variabel Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan  (X) secara Keseluruhan 
Tabel 4.13 





SD SBD KKD SKD TD Total 
Penerapan Basis Akrual untuk 
Pengakuan Aset, Kewajiban, dan 
Ekuitas 
1 20 40 10 0 0 70 
2 24 44 2 0 0 70 
3 30 38 2 0 0 70 
Penerapan Basis kas untuk 
Pengakuan Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan 
4 47 23 0 0 0 70 
5 14 46 10 0 0 70 
6 56 14 0 0 0 70 
Penilaian Aset 7 12 50 8 0 0 70 
Penilaian Kewajiban 8 51 19 0 0 0 70 
Penyajian wajar Transaksi  9 22 48 0 0 0 70 
Penyajian wajar peristiwa lain 10 14 56 0 0 0 70 
Periode Pelaporan 11 24 46 0 0 0 70 
Penerapan Metode Akuntansi 12 30 40 0 0 0 70 
Kelengkapan Informasi Laporan 
Keuangan  
13 36 34 0 0 0 70 
Penyajian wajar laporan keuangan 14 12 48 0 0 0 70 
Total 385 493 32 0 0 910 
Sumber: Pengoalahan data primer , 2013 
Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa mayoritas responden 
menyatakan sebagian besar penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan telah 
dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan respoden tentang penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan sebagian besar mencapai 524 tanggapan, 
menerapkan secara keseluruhan sebanyak 385 tanggapan, dan 32 tanggapan 
menyatakan kadang-kadang menerapkan. Dari hasil tabel tersebut dapat 




Tabel 4. 14 
Rekapulasi Skor Jawaban Responden mengenai Standar Akuntansi 








Penerapan Basis Akrual untuk 
Pengakuan Aset, Kewajiban, 
dan Ekuitas 
1 290 350 81.01 Efektif 
2 302 350 86.29 Sangat Efektif 
3 308 350 88.00 Sangat Efektif 
Penerapan Basis kas untuk 
Pengakuan Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan 
4 327 350 93.43 Sangat Efektif 
5 286 350 81.71 Efektif 
6 336 350 96.00 Sangat Efektif 
Penilaian Aset 7 284 350 81.14 Efektif 
Penilaian Kewajiban 8 334 350 95.43 Sangat Efektif 
Penyajian wajar Transaksi  9 302 350 86.29 Sangat Efektif 
Penyajian wajar peristiwa lain 10 294 350 84.00 Sangat Efektif 
Periode Pelaporan 11 304 350 86.86 Sangat Efektif 
Penerapan Metode Akuntansi 12 310 350 88.57 Sangat Efektif 
Kelengkapan Informasi Laporan 
Keuangan  
13 316 350 90.28 Sangat Efektif 
Penyajian wajar laporan 
keuangan 
14 290 350 82.86 Efektif 
Rata-rata 285 350 81.48 Efektif 
Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan*Nilai tertinggi*Jumlah Responden 
Sumber: Data primer telah diolah,2013 
Hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai rata-rata variabel X sebesar 285. 
Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan, maka 
nilai rata-rata variabel X tersebut berada dalam interval nilai 239 – 294 yang 






4.1.2.2 Deskripsi Data Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah  (Y) 
4.1.2.2.1 Deskripsi Data Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (Y) per-Indikator 
a. Relevan 
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 
di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 
mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi 
masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa 
lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat 
dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 
Berikut ini adalah tanggapan responden berkaitan dengan kualitas 
laporan keuangan SKPD Kabupaten Enrekang dalam hal kerelevanannya: 
Tabel 4.15 




SD SBD KKD SKD TD Total 
Laporan keuangan memiliki 
manfaat umpan balik 1 
28 20 22 0 0 70 
Laporan keuangan memiliki 
manfaat prediktif 2 
16 24 30 0 0 70 
Penyajian tepat waktu 3 30 40 0 0 0 70 
Penyajian lengkap 4 8 54 8 0 0 70 
Total  82 138 60 0 0 280 
Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2013  
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa mayoritas responden 
menyatakan telah memenuhi sebagian besar karekteristik relevan suatu laporan 




laporan keuangan Kabupaten Enrekang telah diterapkan sebagian besar 
keharusan memiliki manfaat umpan balik sebanyak 20 dari total 70  responden, 
keharusan memiliki manfaat prediktif sebanyak 30 dari 70 responden, keharusan 
menyajikan laporan keuangan  tepat waktu sebanyak 40 dari 70 responden, dan 
kelengkapan Informasi yang disajikan oleh laporan keuangan sebanyak 54 dari 
70 responden. 
b. Andal 
Laporan keuangan bisa dikatakan andal jika informasi yang terkandung di 
dalamnya bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, 
menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 
Berikut ini adalah tanggapan responden berkaitan dengan kualitas 
laporan keuangan SKPD Kabupaten Enrekang dalam hal keandalan: 
Tabel 4.16 




SD SBD KKD SKD TD Total 
Laporan keuangan tidak 
mengandung Informasi yang 
menyesatkan dan kesalahan 
material 
5 42 28 0 0 0 70 
Penyajian jujur 6 40 30 0 0 0 70 
Dapat diverifikasi 7 30 32 8 0 0 70 
Total  112 90 8 0 0 210 
Sumber: Data Primer setelah Diolah 2013 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa mayoritas responden 
menyatakan telah memenuhi secara keseluruhan karekteristik andal suatu 
laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang 




Informasi yang menyesatkan dan kesalahan material sebanyak 42 mengatakan 
syarat tersebut diterapkan secara keseluruhan, kemudian penerapan secara 
keseluruhan untuk penyajian jujur sebanyak 40 dari total 70 responden, dan 
sebanyak 30 responden mengatakan menerapkan secara keseluruhan syarat 
dapat diverifikasi. 
c. Dapat Dibandingkan 
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 
keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 
Berikut ini adalah tanggapan responden berkaitan dengan kualitas 
laporan keuangan SKPD Kabupaten Enrekang dalam hal dapat dibandingkan: 
Tabel 4.17 




SD SBD KKD SKD TD Total 
Laporan keuangan dapat 
dibandingkan dengan periode 
sebelumnya 
8 14 44 12 0 0 70 
Total  14 44 12 0 0 70 
Sumber: Pengolahan data primer 2013 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa mayoritas responden 
menyatakan telah memenuhi sebagian besar karekteristik dapat dibandingkan. 
Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang mengenai syarat laporan 
keuangan Kabupaten Enrekang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya 
sebanyak 44 orang mengatakan diterapkan sebagia besar, sebanyak 14 
mengatakan diterapkan secara keseluruhan, dan sebanyak 12 responden 





d. Dapat dipahami 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 
batas pemahaman para pengguna. 
Berikut ini adalah tanggapan responden berkaitan dengan kualitas 
laporan keuangan SKPD Kabupaten Enrekang dalam hal dapat dipahami: 
Tabel 4.18 




SD SBD KKD SKD TD Total 
Laporan keuangan 
mengandung pengetahuan 
(informasi) yang  memadai 
9 10 46 14 0 0 70 
Total  10 46 14 0 0 70 
Sumber: Pengolahan Data Primer 2013 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa mayoritas responden 
menyatakan telah memenuhi sebagian besar karekteristik dapat dipahami suatu 
laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai 
syarat Laporan keuangan mengandung pengetahuan (informasi) yang  memadai, 
sebanyak 10 responden mengatakan menerapkan secara keseluruhan, 
sebanyak 46 responden mengatakan menerapkan sebagian besar, dan 








4.1.2.2.2 Deskripsi Data Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (Y) secara Keseluruhan 
Tabel 4.19 




SD SBD KKD SKD TD Total 
Laporan keuangan 
memiliki manfaat umpan 
balik 1 
28 20 22 0 0 70 
Laporan keuangan 
memiliki manfaat prediktif 2 
16 24 30 0 0 70 
Penyajian tepat waktu 3 30 40 0 0 0 70 
Penyajian lengkap 4 8 54 8 0 0 70 
Laporan keuangan tidak 
mengandung Informasi 
yang menyesatkan dan 
kesalahan material 
5 42 28 0 0 0 70 
Penyajian jujur 6 40 30 0 0 0 70 
Dapat diverifikasi 7 30 32 8 0 0 70 
Laporan keuangan dapat 
dibandingkan dengan 
periode sebelumnya 
8 14 44 12 0 0 70 
Laporan keuangan 
mengandung pengetahuan 
(informasi) yang  memadai 
9 10 46 14 0 0 70 
Persentase 
 




Sumber: pengolahan Data primer 2013 
Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa mayoritas responden 
menyatakan menerapkan sebagian besar Standar Akuntansi Pemerintahan 
seluruhnya diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari persentase tanggapa respoden 




tanggapan) mengatakan menerapkan sebagian besar. Penerapan secara 
keseluruhan mencapai 34.60% (218 tanggapan), dan sebanyak 14.92% (94 
tanggapan) mengatakan menerapkan kadang-kadang Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang telah ditentukan. Dari hasil tabel tersebut dapat juga 
ditentukan kriteria pengklasifikasian untuk variabel y. 
Tabel 4. 20 
Rekapulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kualitas Laporan 









Laporan keuangan memiliki 
manfaat umpan balik 
1 286 350 81.71 Berkualitas 
Laporan keuangan memiliki 
manfaat prediktif 
2 266 350 76.00 Berkualitas 
Penyajian tepat waktu 3 310 350 88.57 
Sangat 
Berkualitas 
Penyajian lengkap 4 280 350 80.00 Berkualitas 
Laporan keuangan tidak 
mengandung Informasi yang 
menyesatkan dan kesalahan 
material 
5 322 350 92.00 
Sangat 
Berkualitas 
Penyajian jujur 6 320 350 91.43 
Sangat 
Berkualitas 
Dapat diverifikasi 7 302 350 86.29 
Sangat 
Berkualitas 
Laporan keuangan dapat 
dibandingkan dengan periode 
sebelumnya 
8 282 350 80.57 Berkualitas 
Laporan keuangan 
mengandung pengetahuan 
(informasi) yang  memadai 
9 276 350 78.86 Berkualitas 
Rata-rata 294 350 83.94 Berkualitas 
Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan*Nilai tertinggi*Jumlah Responden 





Hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai rata-rata variabel Y sebesar 294. 
Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan, maka 
nilai rata-rata variabel Y tersebut berada dalam interval nilai 239 – 294 yang 
berarti Kualitas Laporan Keuangan masuk dalam kriteria “Berkualitas”. 
 
4.1.3 Pengujian Validitas Instrumen 
Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang digunakan 
dapat mengukur apa yang ingin diukur. Butir pertanyaan dikatakan valid apabila 
korelasi (r) > r. Nilai r hitung adalah nilai-nilai yang berada dalam kolom 
”corrected item total correlation”. Jika r hitung >r kritis (0,30), maka butir 
pertanyaan atau variabel tersebut valid. Untuk menghitungnya, penulis 
menggunakan bantuan SPSS 20.0 for windows. 
Table 4.21 
Hasil Uji Validitas Variabel X 
Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Item Corrected r-kritis Hasil 
1 0.659 0.3 Valid 
2 0.587 0.3 Valid 
3 0.610 0.3 Valid 
4 0.657 0.3 Valid 
5 0.569 0.3 Valid 
6 0.368 0.3 Valid 
7 0.721 0.3 Valid 
8 0.489 0.3 Valid 
9 0.408 0.3 Valid 
10 0.416 0.3 Valid 
11 0.415 0.3 Valid 




13 0.653 0.3 Valid 
14 0.682 0.3 Valid 
Total 1 0.3 Valid 
     Sumber : Output SPSS 20.0, 2013 
 
Berdasarkan Tabel 4.11 nampak bahwa nilai r-hitung pada semua item 
pertanyaan variabel Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) 
menunjukkan angka yang lebih besar dari r-kritis (0,30), sehingga dapat 
dinyatakan bahwa semua item pertanyaan X tersebut valid dan dapat 
dipergunakan dalam penelitian. 
Table 4.22 
Hasil Uji Validitas Variabel Y 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Item Corrected r-kritis Hasil 
1 0.887 0.3 Valid 
2 0.849 0.3 Valid 
3 0.608 0.3 Valid 
4 0.689 0.3 Valid 
5 0.678 0.3 Valid 
6 0.692 0.3 Valid 
7 0.834 0.3 Valid 
8 0.727 0.3 Valid 
9 0.604 0.3 Valid 
Total 1 0.3 Valid 
       Sumber : Output SPSS 20.0, 2013 
 
Berdasarkan Tabel 4.12 nampak bahwa nilai r-hitung pada semua item 
pertanyaan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 
menunjukkan angka yang lebih besar dari r-kritis (0,30), sehingga dapat 
dinyatakan bahwa semua item pertanyaan Y tersebut valid dan dapat 





4.1.4 Pengujian Reliabilitas Instrumen 
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 
dapat dipercaya dalam mendapatkan datapenelitian, baik pada waktu sekarang 
maupun yang akan datang. Uji reliabilitas menggunakan metode Cronbachs's 
Alpha,yang diaplikasikan dengan program SPSS.17. Apabila nilai Cronbachs's 
Alpha (r-Alpha) minimal 0,60 maka alat ukur dinyatakan reliabel. 
Tabel 4.23 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.743 15 
             Sumber : Output SPSS 20.0, 2013 
Berdasarkan hasil uji realibilitas untuk variabel X menunjukkan bahwa 
variabel bebas Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki 
nilai Cronbachs's Alpha lebih besar dari 0,60 yakni 0,714. Dengan demikian 
semua item pertanyaandari variabel X reliabel. 
Tabel 4.24 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.776 10 
   Sumber : Output SPSS 20.0, 2013 
 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas untuk variabel Y menunjukkan bahwa 
variabel terikat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) memiliki nilai 
Cronbachs's Alpha lebih besar dari 0,60 yakni 0,776. Dengan demikian semua 





4.1.5 Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi 
linear sederhana. Uji regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui ada 
tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dihitung 
melalui suatu persamaan. 
Tabel 4.25 







B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.467 6.246  .395 .694 
Variabelx .580 .101 .570 5.714 .000 
a. Dependent Variable: Variabely 
Sumber : Output SPSS 20.0, 2013 
 
Dari tabel diatas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut : 
Y = 2.467+ 0.580X 
Dalam persamaan regresi diatas, konstanta (β0) adalah sebesar 2.467 
hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel Efektivitas Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan yang mempengaruhi, maka Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Enrekang sebesar 2.467. Dari hasil uji regresi tersebut 
maka dapat dikatakan “Nilai koefisien Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (X) sebesar 0,580 berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap 
kenaikan Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan  maka variabel 





4.1.6 Uji Determinasi 
Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar 
presentase pengaruh efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintaha daerah. 
Tabel 4.26 
Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summary 




Std. Error of 
the Estimate 
1 .570a .324 .314 3.326 
a. Predictors: (Constant), Variabelx 
       Sumber : Output SPSS 20.0, 2013 
Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa  nilai R square yang 
diperoleh sebesar 0,570 yang menunjukan bahwa Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh variabel Efektifitas Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan sebesar 57%, dan sisanya 43% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Dengan melihat nilai 
koefisien yang tinggi menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen yang juga tinggi yaitu sebesar 57%. 
 
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 
4.2.1 Hasil Uji Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan untuk menguji 
efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah 
Kabupaten Enrekang menunujukan bahwa penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan sudah efektif. Hal ini sesuai dengan perolehan nilai rata-rata 
variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) sebesar 285. Apabila 




rata variabel X tersebut berada dalam interval nilai 239 – 294 yang berarti 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan masuk dalam kriteria “Efektif”. Jika 
dikaitkan dengan hasil kuesioner sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka 
dapat dikatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada 
pemerintah Kabupaten Enrekang sudah baik. 
 
4.2.2 Hasil Uji Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan untuk menguji kualitas 
laporan keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang menunujukan bahwa 
Kualitas Laporan Keuangan sudah efektif. Hal ini sesuai dengan perolehan nilai 
rata-rata variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 
294. Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan, 
maka nilai rata-rata variabel Y tersebut berada dalam interval nilai 239 – 294 
yang berarti kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang masuk 
dalam kriteria “berkualitas”. Jika dikaitkan dengan hasil kuesioner sebagaimana 
telah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan 
pemerintah Kabupaten Enrekang sudah baik. 
 
4.2.3 Hasil Uji Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemeritah Daerah 
Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara Efektivitas 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai Variabel X terhadap 
kualitas laporan keuangan Sebagai Variabel Y menunjukkan bahwa t hitung 
sebesar 5.714 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan hasil uji regresi 




Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika Efektivitas Penerapan 
Standar Akuntansi Keuangan Semakin baik atau besar, maka semakin 
berkualitas pula laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga untuk 
meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai yang 
diharapkan memerlukan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan 
pelaporan/pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah dalam hal ini yaitu 
Standar Akuntansi Pemerintahan. 
 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irwana 
(2010) dengan judul Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan KeuanganPada Kota/Kabupaten di 
wilayah Priangan Jawa Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki Pengaruh 















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh dari Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Enrekang melalui observasi dan 
penyebaran kuisioner, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Enrekang sudah efektif, kualitas laporan keuangan Satuan 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sudah baik (berkualitas) dan 
terdapat pengaruh efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat 
memberikan saran – saran sebagai berikut: 
1. Bagi Dinas Kabupaten Enrekang 
Secara operasional Dinas Kabupaten Enrekang sebaiknya memerhatikan 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan mampu untuk 
menangani pengelolaan dan pelaporan keuangan serta mempunyai 
pemahaman yang luas mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. 
Berhubung SDM yang memadai dan pengetahuan belum dimiliki, sesuai 





2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Secara akademis, penelitian ini hanya mencakup Standar Akuntansi 
Pemerintahan dan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, 
disarankan bagi peneliti selanjutnya agar meneliti tentang Sumber Daya 
Manusia, pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, dan kinerja 
pegawai. Selain itu, jumlah sampel yang diteliti sebaiknya diperbanyak 
lagi untuk memperkuat hasil penelitian. 
 
5.3   Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian ini hanya membahas 1 (satu) variabel independen yang 
berhubungan dengan Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah. 
Variabel lain diabaikan dan dianggap tidak mempunyai pengaruh terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.   
2. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, penelitian ini hanya meneliti pada 
SKPD sehingga hasilnya hanya mencerminkan kondisi yang ada pada 
SKPD tersebut dan tidak dapat digeneralisasi pada semua keadaan. 
3. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi jawaban 
melalui kuesioner yang diberikan sehingga kadang timbul perbedaan 
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Lampiran I : KUESIONER PENELITIAN 
 
PENGANTAR KUESIONER 
Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner 
Lampiran : Satu Berkas 
Judul Skripsi :Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 





Dalam rangka menyelesaikan skripsi pada program Sarjana Akuntansi 
Universitas Hasanuddin Makassar, maka peneliti mempunyai kewajiban untuk 
melakukan penelitian. Sehubungan dengan penelitian yang sedang peneliti 
lakukan dalam rangka penulisan skripsi, maka peneliti memohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk menjadi responden penelitian dengan mengisi kuesioner dan 
memilih jawaban pada kolom yang telah disediakan. 
Jawaban dari kuesioner ini akan peneliti gunakan sebagai keperluan 
untuk menyusun skripsi yang berjudul, “Pengaruh Efektivitas Penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah”, maka untuk itu pengisian kuesioner ini mohon diisi 
seobjektif mungkin. 
Sebagaimana penelitian ilmiah, kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dalam 
memberikan penilaian dijamin tidak akan membawa konsekuensi yang 
merugikan dan sebelum mengembalikan kuesioner ini, Bapak/Ibu dimohon dapat 
memeriksa kembali semua jawaban dalam tiap bagian, peneliti berharap tidak 
ada butir/pertanyaan yang terlewat atau tidak terjawab. 











Sehubungan hal tersebut peneliti ingin mengetahui pengaruh Efektivitas 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan variabel Standar Akuntansi 
Pemerintahan dan Kualitas laporan keuangan Pemerintah. 
A. Identitas Responden 
Pilih jawaban yang sesuai dengan cara memberikan tanda silang (X) atau 
menuliskan jawaban pada kotak yang tersedia. 
1. Jenis Kelamin  :  Laki-Laki Perempuan 
2. Pendidikan Terakhir :    . 
3. Usia   :     tahun. 
4. Masa Kerja  :     tahun. 
 
 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Berilah tanda chek list (√) pada kolom jawaban yang telah disediakan sesuai 
dengan pendapat atau yang mewakili perasaan Bapak/Ibu. 
 
Keterangan: 
SD  = Seluruhnya Diterapkan 
SBD = Sebagian Besar Diterapkan 
KKD = Kadang-kadang Diterapkan 
SKD = Sebagian Kecil Diterapkan 







1.1 Efektivitas Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan 
No Pertanyaan Tentang Efektivitas 
Penerapan SAP 
SD SBD KKD SKD TD 
1 2 3 4 5 
1 Penerapan basis akrual untuk 
pengakuan Aset dalam Neraca 
Laporan Keuangan SKPD pada kantor 
bapak/ibu. 
     
2 Penerapan basis akrual untuk 
pengakuan kewajiban dalam Neraca  
Laporan Keuangan  SKPD pada kantor 
bapak/ibu. 
     
3 Penerapan basis akrual untuk 
pengakuan ekuitas dalam Neraca  
Laporan Keuangan  SKPD pada kantor 
bapak/ibu. 
     
4 Penerapan basis Kas untuk pengakuan 
Pendapatan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran  SKPD pada kantor 
bapak/ibu. 
     
5 Penerapan basis Kas untuk pengakuan 
Belanja dalam Laporan Realisasi 
Anggaran   SKPD pada kantor 
bapak/ibu. 
     
6 Penerapan basis Kas untuk pengakuan 
Pembiayaan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran   SKPD pada kantor bapak/ 
ibu. 
     
7 Aset dicatat sesuai dengan nilai wajar 
dalam Laporan Keuangan  SKPD pada 
kantor bapak/ibu. 
     
8 Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas 
dan setarakas yang diharapkan akan 
dibayarkan untuk memenuhi kewajiban 
di masa yangakan datang dalam 




pelaksanaan kegiatan pemerintah  
dalam Laporan Keuangan  SKPD pada 
kantor bapak/ibu. 
9 menyajikan dengan wajar 
transaksiyang seharusnya disajikan, 
maka transaksi tersebut perlu dicatat 
dan disajikan sesuai dengan substansi 
dan realitasekonomi, dan bukan hanya 
aspek formalitasnya  dalam Laporan 
Keuangan  SKPD pada kantor 
bapak/ibu. 
     
10 menyajikan dengan wajar peristiwa lain 
yang seharusnya disajikan, maka 
peristiwa laintersebut perlu dicatat dan 
disajikan sesuai dengan substansi dan 
realitasekonomi, dan bukan hanya 
aspek formalitasnya  dalam Laporan 
Keuangan  SKPD pada kantor 
bapak/ibu. 
     
11 Laporan keuangan SKPD Kantor 
Bapak/Ibu dilaporkan sesuai dengan 
periode pelaporan yang ditentukan 
     
12 Perlakuan akuntansi yang sama 
diterapkan pada kejadian yangserupa 
dari periode ke periode oleh suatu 
entitas pelaporan  dalam Laporan 
Keuangan  SKPD pada kantor 
bapak/ibu. 
     
13 Laporan keuangan SKPD Kantor 
Bapak/Ibu menyajikan secara lengkap 
informasi yangdibutuhkan oleh 
pengguna 
     





1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
No 
Pertanyaan tentang Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 
SD SBD KKD SKD TD 
1 Laporan keuangan mengandung 
Informasi yang memungkinkan 
pengguna untuk menegaskan atau 
mengoreksi  ekspektasi mereka di 
masa lalu. 
     
2 Laporan keuangan mengandung 
Informasi yang dapat membantu 
pengguna untuk memprediksi masa 
yang akan datang berdasarkan hasil 
masa lalu dan kejadian masa kini 
     
3 Laporan keuangan menyajikan 
Informasi yang tepat waktu sehingga 
dapat berpengaruh dan berguna dalam 
pengambilan keputusan. 
     
4 Informasi akuntansi keuangan 
pemerintah disajikan selengkap 
mungkin, mencakup semua informasi 
akuntansi yang dapat mempengaruhi 
pengambilan keputusan 
     
5 Informasi yang terkandung dalam 
laporan keuangan bebas dari 
pengertian yang menyesatkan dan 
kesalahan material 
     
dengan wajar Laporan 
RealisasiAnggaran, Laporan 
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 
Neraca, Laporan Operasional, Laporan 
Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, 




6 Laporan Keuangan menyajikan setiap 
fakta secara jujur 
     
7 Laporan Keuangan dapat diverifikasi      
8 Informasi yang termuat dalam laporan 
keuangan dapat dibandingkan dengan 
laporan keuangan periode sebelumnya 
atau laporan keuangan entitas 
pelaporan lain pada umumnya 
     
9 Informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan dapat dipahami oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam 
bentuk serta istilah yang disesuaikan 
dengan batas pemahaman para 
pengguna. 
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Lampiran 2 : Hasil Jawaban Responden  
No 
Variabel X  
(Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) 
Variabel Y 
(Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
1 
4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 59 4 4 4 4 5 5 4 4 4 38 
2 
3 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 57 3 3 5 4 5 5 4 4 4 37 
3 
4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 61 4 4 5 4 4 5 4 4 4 38 
4 
4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 59 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 
5 
4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 63 3 3 4 4 4 5 4 3 3 33 
6 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 55 3 3 4 4 5 5 4 4 4 36 
7 
4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 63 5 4 5 5 5 5 5 4 4 42 
8 
4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 64 5 4 4 4 5 5 5 4 5 41 
9 
4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 62 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 
10 
5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 62 3 3 4 4 4 4 4 5 4 35 
11 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 58 4 4 5 4 4 5 5 4 5 40 
12 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 68 5 5 5 4 5 5 5 4 4 42 
13 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 58 3 3 4 3 4 4 3 3 4 31 
14 
4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 58 3 3 4 4 4 5 4 4 3 34 
15 





Variabel X  
(Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) 
Variabel Y 
(Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) 
16 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 56 3 4 4 4 4 5 4 4 5 37 
17 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 59 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
18 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 65 3 3 4 4 4 4 4 3 5 34 
19 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 59 5 5 5 4 5 5 4 4 4 41 
20 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 53 3 3 4 4 4 4 3 3 3 31 
21 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 58 3 3 4 4 5 4 4 3 4 34 
22 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 60 3 3 5 4 4 4 4 3 3 33 
23 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 61 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 
24 4 4 5 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 60 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30 
25 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 60 5 5 5 4 5 5 5 4 4 42 
26 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 63 3 3 4 3 4 4 4 3 3 31 
27 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 60 4 3 5 4 5 5 4 4 5 39 
28 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 62 4 4 5 4 5 5 4 4 4 39 
29 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 59 4 3 5 4 5 5 5 4 4 39 
30 3 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 4 4 59 5 4 5 4 5 5 5 4 4 41 
31 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 59 5 4 5 4 5 4 4 4 5 40 
32 3 4 4 4 4 5 3 5 4 4 5 
4 
4 4 57 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30 
33 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
5 





Variabel X  
(Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) 
Variabel Y 
(Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) 
34 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 59 4 4 5 4 5 5 5 4 4 40 
35 3 4 4 4 3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 55 3 4 5 4 5 4 4 4 4 37 
36 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 59 4 3 5 4 4 4 5 4 4 37 
37 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 60 3 3 5 3 5 4 4 4 4 35 
38 3 4 5 4 3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 56 3 3 5 3 5 4 4 3 3 33 
39 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 61 5 4 5 4 4 4 5 4 4 39 
40 3 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 57 3 3 5 4 5 4 4 3 3 34 
41 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
42 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 62 4 4 5 4 5 5 5 4 4 40 
43 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 61 4 4 5 4 5 5 5 4 4 40 
44 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 62 4 4 5 4 5 5 5 4 4 40 
45 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 59 4 4 5 4 5 4 5 4 4 39 
46 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 68 5 5 5 4 5 5 5 5 4 43 
47 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 63 4 4 5 4 5 5 5 5 4 41 
48 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 67 4 4 5 4 5 5 5 4 4 40 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 66 4 3 5 4 5 5 5 4 5 40 
50 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 59 3 3 5 4 4 4 3 4 3 33 
51 





Variabel X  
(Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) 
Variabel Y 
(Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) 
52 
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 63 5 5 5 4 5 5 5 4 4 42 
53 
4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 65 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 
54 
4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 60 5 5 5 4 5 5 5 4 4 42 
55 
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 68 5 5 5 4 5 5 5 5 4 43 
56 
4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 57 3 3 4 4 4 4 3 4 3 32 
57 
4 5 5 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 63 5 5 5 4 5 5 5 5 4 43 
58 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 68 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 
59 
4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 64 4 3 5 4 5 5 4 4 4 38 
60 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 69 4 4 5 4 5 5 5 5 4 41 
61 
5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 65 4 3 5 4 5 4 3 4 4 36 
62 
4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
63 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 66 4 3 5 4 5 4 4 4 3 36 
64 
4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 67 4 4 5 4 5 4 5 5 4 40 
65 
5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 62 4 3 5 4 5 4 4 4 4 37 
66 
3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 57 3 3 4 3 4 4 4 5 4 34 
67 
5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 64 4 4 5 5 5 4 4 4 4 39 
68 





Variabel X  
(Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) 
Variabel Y 
(Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) 
69 
5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 63 4 4 5 4 5 4 5 4 4 39 
70 
3 3 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 53 3 3 4 3 4 4 3 4 3 31 
Jumlah 4302 Jumlah 2.666 
 100 
 
Lampiran 3: Statistik Deskripsi 
Frequency Table 
3.1 Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi Persen (%) 
Laki-laki 54 77.14 
Perempuan 16 22.86 
Total 70 100 
  Sumber :Pengolahan Data Primer 2013 
 
3.2 Pendidikan Terakhir 
Pendidikan Terakhir Frekuensi Persen (%) 
S1 28 40.0 
S2 42 60.0 
Total 70 100 




Usia Frekuensi Persen (%) 
36 – 45 28 40.0 
46 – 60 42 60.0 
Total 70 100 
Sumber : Pengolahan Data Primer 2013 
3.4 Lama Bekerja 
Lama Bekerja Frekuensi Persen (%) 
25 – 30 24 34.29 
31 – 35 37 52.85 
>35 9 12.86 
Total 70 100 







Lampiran 4 : Frekuensi Jawaban Responden 









3 10 14.3 14.3 14.3 
4 40 57.1 57.1 71.4 
5 20 28.6 28.6 100.0 










3 2 2.9 2.9 2.9 
4 22 31.4 31.4 34.3 
5 46 65.7 65.7 100.0 










3 2 2.9 2.9 2.9 
4 38 54.3 54.3 57.1 
5 30 42.9 42.9 100.0 










4 25 35.7 35.7 35.7 
5 45 64.3 64.3 100.0 


















3 10 14.3 14.3 14.3 
4 44 62.9 62.9 77.1 
5 16 22.9 22.9 100.0 










4 14 20.0 20.0 20.0 
5 56 80.0 80.0 100.0 










3 8 11.4 11.4 11.4 
4 50 71.4 71.4 82.9 
5 12 17.1 17.1 100.0 










4 19 27.1 27.1 27.1 
5 51 72.9 72.9 100.0 











4 48 68.6 68.6 68.6 
5 22 31.4 31.4 100.0 













4 56 80.0 80.0 80.0 
5 14 20.0 20.0 100.0 










4 46 65.7 65.7 65.7 
5 24 34.3 34.3 100.0 










4 40 57.1 57.1 57.1 
5 30 42.9 42.9 100.0 











4 34 48.6 48.6 48.6 
5 36 51.4 51.4 100.0 










4 58 82.9 82.9 82.9 
5 12 17.1 17.1 100.0 
















3 22 31.4 31.4 31.4 
4 27 38.6 38.6 70.0 
5 21 30.0 30.0 100.0 










3 30 42.9 42.9 42.9 
4 24 34.3 34.3 77.1 
5 16 22.9 22.9 100.0 










4 20 28.6 28.6 28.6 
5 50 71.4 71.4 100.0 










3 8 11.4 11.4 11.4 
4 54 77.1 77.1 88.6 
5 8 11.4 11.4 100.0 




















4 22 31.4 31.4 31.4 
5 48 68.6 68.6 100.0 










4 30 42.9 42.9 42.9 
5 40 57.1 57.1 100.0 










3 8 11.4 11.4 11.4 
4 30 42.9 42.9 54.3 
5 32 45.7 45.7 100.0 









Valid 3 12 17.1 17.1 17.1 
4 43 61.4 61.4 78.6 
5 15 21.4 21.4 100.0 










3 14 20.0 20.0 20.0 
4 46 65.7 65.7 85.7 
5 10 14.3 14.3 100.0 




Lampiran 5 : Uji Kualitas Data 
1 . Uji Validitas 
2.1 Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) 
Correlations 
 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 Variabel X 
x1 



















Sig. (2-tailed)  .000 .006 .000 .000 .357 .000 .016 .955 .646 .164 .165 .000 .001 .000 





















Sig. (2-tailed) .000  .028 .008 .022 .001 .000 .050 .134 .229 .379 .344 .017 .008 .000 

























Sig. (2-tailed) .006 .028  .000 .042 .159 .026 .023 .926 .450 .000 .002 .003 .000 .000 





















Sig. (2-tailed) .000 .008 .000  .003 .218 .002 .073 .325 .218 .062 .000 .000 .004 .000 










 1 .130 .386
**







Sig. (2-tailed) .000 .022 .042 .003  .283 .001 .475 .081 .380 .699 .078 .001 .000 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
                 




 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 Variabel X 
x6 
Pearson Correlation .112 .384
**




 .031 .071 .135 .144 .086 .133 .368
**
 
Sig. (2-tailed) .357 .001 .159 .218 .283  .033 .032 .800 .557 .264 .233 .480 .274 .002 



























Sig. (2-tailed) .000 .000 .026 .002 .001 .033  .010 .072 .018 .088 .016 .000 .000 .000 



















Sig. (2-tailed) .016 .050 .023 .073 .475 .032 .010  .580 .597 .159 .001 .010 .020 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
x9 









Sig. (2-tailed) .955 .134 .926 .325 .081 .800 .072 .580  .000 .772 .000 .171 .003 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
x10 











Sig. (2-tailed) .646 .229 .450 .218 .380 .557 .018 .597 .000  .171 .000 .289 .040 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
x11 
Pearson Correlation .168 .107 .409
**
 .224 .047 .135 .205 .170 -.035 .166 1 .348
**
 .160 .230 .415
**
 
Sig. (2-tailed) .164 .379 .000 .062 .699 .264 .088 .159 .772 .171  .003 .186 .055 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
x12 





















Sig. (2-tailed) .165 .344 .002 .000 .078 .233 .016 .001 .000 .000 .003  .007 .002 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
                 



























Sig. (2-tailed) .000 .017 .003 .000 .001 .480 .000 .010 .171 .289 .186 .007  .000 .000 



























Sig. (2-tailed) .001 .008 .000 .004 .000 .274 .000 .020 .003 .040 .055 .002 .000  .000 

































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
2.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 
Correlations 
 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 Variabel Y 
y1 



















Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 





















Sig. (2-tailed) .000  .002 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 





















Sig. (2-tailed) .000 .002  .001 .000 .068 .000 .003 .082 .000 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .001  .001 .000 .000 .000 .002 .000 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001  .000 .000 .001 .002 .000 



















Sig. (2-tailed) .000 .000 .068 .000 .000  .000 .000 .000 .000 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .000 .001 .000 .000  .002 .000 



















Sig. (2-tailed) .000 .001 .082 .002 .002 .000 .000 .002  .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
            



























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 








2. Uji Reabilitas 





N of Items 
.743 15 
 





N of Items 
.776 10 
Lampiran 6 





Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.467 6.246  .395 .694 
Variabelx .580 .101 .570 5.714 .000 
a. Dependent Variable: Variabely 
 
2.2 Uji Determinasi 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 .324 .314 3.326 
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